
 

 

 

BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR     57    TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk 

Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat, kegiatan pembangunan Pasar 

Barongan, perubahan perencanaan yang dibiayai dari Dana 

Tugas Pembantuan dan penambahan bantuan keuangan 

untuk Pemilihan Lurah Desa, perlu dilakukan penyempurnaan 

terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun Anggaran 2018; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950    

Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 



 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12,13,14,dan 15  dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  

1950 Nomor 59); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

40281); 

 



10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005  Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 

 

 

 

 

 

 



17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun  2016 Nomor 1500) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak 

Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1694); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2004) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12); 

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2015 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 38); 

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 

Nomor 155); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2018. 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) diubah sebagai berikut : 

 

 

 



Pasal I 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah 

Rp.2.234.125.829.400,71 berubah menjadi Rp.2.356.555.497.939,22 dengan 

perincian sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan Daerah  

a. Semula       Rp. 2.056.183.267.071,60 

b. Bertambah/(berkurang)     Rp.      54.263.484.214,96 

Jumlah Belanja setelah Perubahan   Rp. 2.132.506.235.720,96 

2. Belanja  

a. Semula       Rp. 2.205.489.940.400,71 

b. Bertambah/(berkurang)     Rp.    207.886.306.940,50 

Jumlah Belanja setelah Perubahan   Rp. 2.369.222.964.826,50 

Surplus/(defisit) setelah Perubahan   Rp.   (236.716.629.105,54) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan      

1. Semula        Rp.   177.941.673.329,11 

2. Bertambah/(berkurang)    Rp.   155.622.822.725,54 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.   258.826.629.105,54 

b. Pengeluaran 

1. Semula        Rp.    28.635.000.000,00 

2. Bertambah/(berkurang)    Rp.      2.000.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.    22.110.000.000,00 

 

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp.  236.716.629.105,54 (-) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran   Rp.                          0,00 

setelah Perubahan 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 2 

Ringkasan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 3 

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.           

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

 
Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 27 April 2018 

BUPATI BANTUL, 

 

 
SUHARSONO 

 

Diundangkan di Bantul 

pada tanggal 27 April 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

 

 

RIYANTONO 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 57 

 


